Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 338 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH A GUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tinglsatsi telah mengambil putusan

sebagai berikut dalam perkara :
OElI TENG HUAT, bertempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso Gg.
Pokok Bambu, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan amedeli,
Kotamadya Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasan:
MUCHTAR LUBIS, SH., Pengacara, berkantor di Jalan Mayjend
Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Medan, berdasarkant dwasa khusus
tanggal 26 Mei 2003, Pemohon Kasasi dahulu Peraggug
Pembanding ;

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,
berkedudukan di Jalan Karya Jasa Pangkalan Madyburl?7
Medan ;
2. WALIKOTA KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten
Maulana Lubis No. 2 Medan ;
3. EDY UTOMO, bertempat tinggal di Muara Karang D Ill N/5 RT.
013, RW. 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Panjaringakarta
Utara, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugatdail Tergugat
Intervensi/Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut terrhattava sekarang Pemohon

Kasasi .......
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putusalanasik setsg Ireggaught telah menggugat sekBiemaglrermohon Kasasi sebagai

Tergugat |, Il dan Tergugat Intervensi dimuka p#aegan Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang blerdad warisan
mendiang ibunya yang bernama Oei Khoet sebagairreahsang dalam Sertipikat
Hak Guna Bangunan tertanggal 9 April 1996 No. 2&s atama Oei Khoet, yang
diterbitkan oleh Tergugat | dan terletak di Linggan VII, Kelurahan Martubung,
Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan seluas 7.505 m2

Bahwa terhadap sebagian hak atas tanah dimaksuthhpéerjadi perkara
terakhir sekali sampai ke Mahkamah Agung RI daahteliputus Mahkamah Agung
R.l. sebagaimana putusan tertanggal 22 Pebrug@ N8. 29 K/Pdt/1997 ;

Bahwa kedudukan dan/atau status Penggugat sebag&i dari ibunya
bernama Oei Khoet berdasarkan :

1. Surat Petikan dari daftar Besar Kelahiran Untuk dgesa Tionghoa di Medan
dalam tahun seribu sembilan ratus lima puluh daagyditerbitkan oleh Kantor
Catatan Sipil di Medan tanggal 6 April 1961 ;

2. Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan rf@megaraan Republik
Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negamdomesia yang diberikan
oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat | Medan padaggal 27 Juni 1961
diberikan kepada dan atas permintaan Oei Khoet kukieperluan anaknya
bernama Oei Teng Huat ;

3. Akte Wasiat tertanggal 10 Juli 1965 No. 66 yangudibtOng Kim Lian, Notaris di
Medan kepada Oei Teng Huat dkk. ;

Bahwa ibu Penggugat telah meninggal dunia padag&hrgyt Pebruari 1999,
sebagaimana Surat Kepala Kelurahan Martubung, Katzerm Medan Labuhan
tertanggal 17 Juni 1999 No. 181/270 Perihal Kemman Kematian Oei Khoet

ditujukan kepada Muchtar Lubis, SH. ;
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putusan_mahBanwa@mgi]gn_kﬂak Guna Bangunan asli atas tavaaisan Penggugat atas

nama ibunya Oei Khoet seperti dikemukakan diataselbait setelah ibu yang
bersangkutan meninggal dunia digelapkan dan/ag@egeding oleh Ny. Yehova Anita
alias Tjaw Toe Hoa ;

Bahwa mengenai kasus pidana yang dilakukan olelowéelnita dkk. telah
Penggugat adukan kepada Kepolisian Negara RI, dak@mni Polsekta Labuhan
Deli ;

Bahwa hal ini merupakan keanehan dan kejanggalmarssdhukum, mengapa
hak atas tanah warisan dari Penggugat bisa bémgtiada Edy Utomo, padahal pada
tahun 2000, untuk itulah kemudian Penggugat begulali mengirim surat kepada
Tergugat | untuk melakukan konfirmasi mengenai bhtds tanah warisan tersebut,
namun Tergugat | selalu mengabaikannya ;

Bahwa pada tahun 2000 pernah diatas tanah warisaggBRgat tersebut
dibangun pagar beton oleh Yehova Anita dkk. derqgaia membuat surat palsu, yaitu
memalsu tanda tangan dari mendiang ibu Penggugatudian mengajukan ijin
mendirikan bangunan kepada Dinas Bangunan-Bangukatamadya Medan
tertanggal 17 Maret 2000, padahal ibu Penggugalh teleninggal dunia pada tanggal
24 Pebruari 1999, sehingga kuasa hukum Penggugida kbt membuat laporan/
pengaduan kepada Tergugat Il dengan tembusan lBadaglinstansi lainnya ;

Bahwa kemudian dengan surat tertanggal 20 Mei 20@®@gugat Il telah
menyurati Kepala Dinas Bangun-Bangunan Kota Med&pala Dinas Penertiban
Kota Medan dan lain-lain, sehingga pada tanggaM&® 2000 Tim Terpadu telah
membongkar pagar beton tanpa IMB yang dibangunYéttova Anita tersebut ;

Bahwa pada tahun 2000 belum ada sertipikat atas Margugat Intervensi,
anehnya pada tanggal 6 Agustus 2001 melalui bdritdarian Kota Medan Pos,
Abner Thomas Siagian selaku kuasa dan sekaligusakbor pembangunan 12 (dua

belas) rumah toko yang diberi nama “Komplek &leran Mutiara Simpang Kantor”
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putusatelatamkemiikiagprtigikgs .Elas nama Tergugat Ineesi dan juga telah memiliki ljin

Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat Intervensi ;

Bahwa tindakan Tergugat | dan Il menerbitkan obysngketa berupa
Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugavkrsi tertanggal 25 Juni 1999
No. 87 luas 4.338 m2, Sertipikat Hak Guna Banguatas nama Tergugat Intervensi
tertanggal 25 Juni 1999 No. 88 luas 1.531 m2 damatSmin Mendirikan Bangunan
(IMB) tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/42a01 sebanyak 7 (tujuh) unit
rumah toko adalah merupakan tindakan yang melawkonh, yang mengabaikan
azas kecermatan, azas keadilan maupun azas keplaskam, berspekulasi negatif,
merekayasa penerbitan surat obyek sengketa selmagatersebut diatas ;

Bahwa tindakan Tergugat | dan Il adalah juga mdwampaindakan sewenang-
wenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 2yhauuf a, b, c Undang-undang
No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat | dan Il tersePehggugat telah menderita
kerugian baik moril maupun materiil, oleh sebab mRenggugat mohon agar
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memerintahkan Teeygugat | mencabut
Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Jun® 198. 87 atas nama Edy Utomo
dan Sertipikat Hak Guna bangunan tertanggal 25 1989 No. 88 atas nama Edy
Utomo, dan agar Tergugat Il mencabut Surat Izin dikan Bangunan (IMB)
tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/421/20@&sanama Edy Utomo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatagigigt mohon agar
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikangrusebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusamaldegantor Pertanahan
Kotamadya Medan tersebut yaitu :
1. Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Jun9198. 87 atas nama Edy

Utomo ;

2. Sertipikat ........
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putusadataah kbyedhsengkgtg@igatan ini, sehingga Penggdgk mempunyai kewenangan

untuk mengajukan gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diataa makatan Penggugat
harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakanktidi@pat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengaddtam Usaha Negara Medan
telah mengambil putusan, yaitu putusannya tdr@gepril 2002 No. 59/G/2001/
PTUN-MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkdesae Rp. 299.000,- (dua
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permoHeemaggugat telah dikuatkan oleh

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengarsgmnya tanggal 14 Januari

2003 No. 102/BDG/2002/PT.TUN-MDN. ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini telah diberkkahukepada Penggugat/
Pembanding pada tanggal 8 Mei 2003 kemudian tepgmydaoleh Penggugat/Pem-
banding dengan perantaraan kuasanya khusus, bdsalasarat kuasa khusus tanggal
26 Mei 2003 diajukan permohonan kasasi secara lwala tanggal 20 Mei 2003
sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi 994&5rt.G. TUN/2001.
PTUN.MDN. jo No. 16/K/2003/PTUN-MDN. yang dibuatleb Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana kamddiusul dengan memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterimaegahiteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Juni 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II-Tergugat nweasi/Terbanding yang

masing-masing pada tanggal 3 Juni 2003 tela¢ritthhukan tentang memori kasasi
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putusan.nah Bentighey tHed g@uth Bangunan tertanggal 25 Jun9198. 88 atas nama Edy

Utomo ;

3. Memerintahkan Tergugat | untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Jun9198. 87 atas nama Edy

Utomo ;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 25 Jun®198. 88 atas nama Edy

Utomo ;

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputMgalikota Medan tersebut yaitu :
Surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tertanggal IMei 2001 No.
0450/648.1/ML/421/2001 atas nhama Edy Utomo ;

5. Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut Sdzat Mendirikan Bangunan
(SIMB) tertanggal 19 Mei 2001 No. 0450/648.1/ML/42Z101 atas nama Edy
Utomo ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semaya Halam perkara ini ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebrugugdat |, || dan Tergugat
Intervensi telah mengajukan eksepsi masing-mgsuw@ pokoknya sebagai berikut :
Eksepsi Tergugat | :

Bahwa bila dipelajari lebih teliti maka dalil gugatyang diajukan Penggugat
menyangkut masalah kepemilikan, dengan demikiataladaerupakan kewenangan
dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadijatan ini bukan Peradilan
Tata Usaha Negara ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah levaktuy hal ini karena
obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat dlapaanggal 25 Juni 1999,
sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 29H@k2001, dengan demikian maka
gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat temggaktu 90 hari sebagaimana
ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Ta9a6 ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingamkumengajukan gugatan
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putusaimimisdrieam daagurertipkidtas tanah tersebut adaagugat Intervensi sebagaimana

tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. &rtiMbung dan hal ini sesuai
dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) butr dan ¢ Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diataa makatan Penggugat
harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakanktidiapat diterima ;
Eksepsi Tergugat Il :

Bahwa bila dipelajari dengan teliti maka dalam dagaya Penggugat
menyatakan dirinya berhak atas tanah dalam obyekksé&a, padahal Penggugat telah
mendapat ganti rugi dari Tergugat Intervensi, dandgemikian maka jelas gugatan
Penggugat ini adalah menyangkut masalah kepemilikag merupakan kewenangan
Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya bkinaenangan dari Peradilan
Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas makaagu@snggugat harus
ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dajtzrima ;

Eksepsi Tergugat Intervensi :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untekgajukan gugatan
ini, karena Penggugat tidak dirugikan dengan dileahnya obyek-obyek sengketa
baik oleh Tergugat | maupun Tergugat |l. Penggumasama dengan saudaranya
Rosmina dan Yehova Anita telah membuat dan menandani Surat persetujuan
pada tanggal 10 Agustus 1993 kepada mendiang ibumygk menjual tanah seluas
7.505 m2 (obyek sengketa) kepada Tonny Wijaya ;

Bahwa saat mendiang ibu Penggugat masih hiduptpadgal 4 Oktober 1993
telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjianiatagn cara pembayaran harga jual
beli dan kuasa menjual atas tanah yang menjadikopgekara yang dibuat dihadapan
Notaris Pagit maria Tarigan, SH. Namun karena taeedebut diatas adalah atas nama

ibu Penggugat pribadi dan disamping jugaRkbenggugat tidak pernah melakukan

perkawinan ........
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putusapenkaliaanarsafundago iflak pernah membuat surat kaséioara sah, maka

penandatanganan surat perjanjian ini tidak dipariukanda tangan anak-anaknya
termasuk Penggugat ;

Bahwa kemudian Penggugat bersama dengan saud&asyana dan Yehova
Anita telah membuat surat persetujuan dan bersatarRlibuat lagi surat pembagian
hasil penjualan tanah perkara atas Sertipikat Garegunan No. 22 seluas 7.505 m2
pada tanggal 28 Desember 1996 dan masing-masaigrtetnerima bagiannya ;

Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan 2oseluas 7.505 m2
dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat, yakni : SekajpiHak Guna Bangunan No. 39
seluas 1.636 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunad®leeluas 5.869 m2 ;

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1997 telah dibuatdi@mdatangani Akta
Pengikatan Jual Beli No. 6, Akte Surat Kuasa Nalerigan obyek jual beli adalah
tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna BaamguNo. 40 seluas 5.869 m2.
Kemudian dibuat pula Akta Perjanjian No. 8 dengayed jual beli adalah tanah
dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No. 39 selug®61m2 antara ibu Penggugat
dengan Tonny Wijaya dihadapan Notaris Drs. SugiStd, dengan demikian jelas
sebelum ibu Penggugat meninggal dunia, tanah texpertelah dialihkan kepada
Tonny Wijaya ;

Bahwa selanjutnya terhadap tanah dengan SertigidatGuna Bangunan No.
40 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1079/Kecamitadan Labuhan/1997 tanggal
29 Desember 1997 yang dibuat dihadapan PPAT Dgio/sao, SH. telah dialihkan
oleh Tonny Wijaya kepada Tergugat Intervensi selplemmbeli dan selanjutnya
Sertipikat Hak Guna bangunan No. 40 tersebut dipecanjadi dua yaitu Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 87 seluas 4.338 m2 dan Kattidak Guna Bangunan No.
88 seluas 1.531 m2 dan kesemuanya atas nama tehgiegeensi ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, terbukti bahwagBugat sudah tidak

mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanedk slengketa yang tercantum
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putusadan afkagmrigagtPegiganding diajukan jawaban merkasasi yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medantgagdgal 17 Juni 2003 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besadamahlasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksanakdimdalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undasaffa oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajolein Pemohon Kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medaah tédeliru dalam
memberikan pertimbangan hukum, karena tanpa mekalperpertimbangan
hukum telah menguatkan begitu saja pertimbangarurhukan putusan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Padahal lbdktidiengan benar, dalam
memeriksa perkara ini Pengadilan Tinggi Tata Udddgara Medan telah terdapat
kejanggalan-kejanggalan hukum yang dibuat dan riatidak dipertimbangkan
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

2. Bahwa Judex Factie telah tidak teliti dalam menserigerkara ini, hal ini karena
Judex Factie telah mengabaikan atau tidak mempgmatigkan hak-hak atas
hukum dari Pemohon Kasasi/Penggugat seperti timdakaasa baik dari
Termohon Kasasi I/Tergugat | maupun dari Termohasdsi Il/Tergugat Il yang
berulang kali mengikuti persidangan tanpa Suratskudari Termohon Kasasi I/
Tergugat | dan dari Termohon Kasasi Il/Tergugat ngmun hal ini tidak
dipertimbangkan oleh Judex Factie ;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, kaderkex Factie tidak salah
menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai piEmléhasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyatabmame tidak dapat dipertimbangkan
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putusadalaahlmn@hiagamg _g@{:id”l tingkat kasasi, karena ndesaan dalam tingkat kasasi

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan ada kesalahan dalam penerapan
atau pelanggaran hukum yang berlaku, seperti ydingaksud dalam pasal 30
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana tdldatald dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, kahethani mengenai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terdaaty kenyataan, hal mana tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam dinkgksasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidaksdnakan atau ada
kesalahan dalam penerapan atau pelanggaramimhyémg berlaku, seperti yang
dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 TdalR8% sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tgm&ainkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbandiatas, lagi pula
dari sebab tidak ternyata bahwa putusan JudexeFdatam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permoHasasi yang diajukan
oleh Pemohon KasasOei Teng Huat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sep#dgii yang kalah
maka harus membayar biaya perkara dalam tingkaskasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nialun 2004, Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah didlesigan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 aghaga telah diubah dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturanngang-undangan yang
bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasa®ElI TENG HUAT

tersebut ;

Menghukum .......
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkEnahalkumPgmation Kasasi untuk membayar biayaapedalam peradilan

tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar 500-@»a ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawardfmikamah Agung
pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2006 dengarProf. DR. Paulus E. Lotulung,
SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agsaebagai Ketua Sidang,
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidamiguiea untuk umunpada hari
itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri dhebf. DR. H. Ahmad
Sukardja, SH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota
tersebut, sertdatheus Samiaji, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri

oleh para pihak ;

Hakim — Hakim Anggota : Ketua:
ttd. ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd.

Chairani A. Wani, SH., MH.

Biaya — Biaya : Panitera mgganti :
1. Meterai .......... Rp. 6.000,- ttd.
2.Redaksi ......... Rp. 1.000,- Matheus SanissH.MH.
3. Administrasi ......... Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754
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